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Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan 
dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Permohonan 
Ithba<t Nikah Pasangan Suami Istri Yang Sudah Meninggal Dalam Putusan 
Pengadilan Agama Bangkalan No.1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl”. Skripsi ini ditulis 
untuk menjawab pertanyaan yang penulis batasi menjadi dua rumus 
permasalahan: bagaimana pertimbangan hukum permohonan Ithba<t nikah 
pasangan suami istri yang sudah meninggal dalam putusan Pengadilan Agama 
Bangkalan No.1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl, bagaimana analisis yuridis terhadap 
pertimbangan hakim PA Bangkalan terhadap penolakan permohonan Ithba<t nikah 
tersebut. 
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari himpunan buku-buku 
yang ada dan mengumpulkan data yang diperoleh dari beberapa hasil wawancara 
dengan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dan salinan putusan Pengadilan 
Agama Bangkalan. Penelitian tentang Ithba<t nikah pasangan suami istri yang 
sudah meninggal ini diteliti menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 8 UU No.1 Tahun 
1974, pernikahan dapat dilaksakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, 
serta tidak boleh adanya tali persaudaraan atau persusuan yang mana telah 
dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hakim dalam 
memutuskan menolak perkara tersebut sudah benar yang mana putusannya 
didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) KHI, karena pernikahan tersebut sudah terjadi 
perceraian sehingga Ithba<t nikah tidak dapat dikabulkan karena dalam pengajuan 
Ithba<t nikah, harus dibuktikan dengan masih adanya perkawinan. Perkara Ithba<t 
nikah orang yang sudah meninggal, majelis hakim dalam menetapkan putusannya 
selain beralaskan pada Pasal 7 ayat (1) KHI seyogyanya juga mempertimbangan 
Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e KHI. Hakim menolak permohonan tersebut yang 
mana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KHI pernikahan hanya dapat dibuktikan 
dengan adanya nikah. 
Penulis berharap agar calon pasangan suami istri yang akan ataupun telah 
melangsungkan perkawinan, supaya melaksanakan perkawinanya secara sah 
secara agama maupun hukum. Supaya perkawinannya memiliki pengakuan secara 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan 
perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan 
dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan 
mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga.  
Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, 
dalam arti memiliki ketergantungan antara laki-laki dan perempuan 
demi kebehagiaan dan kerukunan hidup. Perkawinan mempunyai fungsi 
sebagai suatu proses keberlangsungan hidup dari generasi untuk 
menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah 
dan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama halnya seks 
bebas.  
Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah bagi setiap 
makhluk dan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam 
menyalurkan nafsu seksualnya secara sah dan benar. Maka dari itu 
perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi 
manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, 
 



































setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang 
positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.
1
 
Dengan perkawinan yang sah akan terjalin hubungan yang 
terhormat dan harmonis antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dari 
pergaulan harmonis tersebut akan terbina rumah tangga yang damai dan 
tentram. Perkawinan yang sah menurut Islam adalah akad yang kuat 
sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah. Mengingat keduudkan hukum perkawinan sangat penting 
menurut Islam, maka tidak salah jika Islam mengatur masalah 
perkawinan dengan rinci. 
Perkawinan dalam perspektif fiqh disebut nikah berasal dari 
bahasa arab  ن ك ح   يـ ن ك ح    ن ك اًحا  dan “Zawwaja” dari    يـ ز و ج     ز وَّج تـ ز و ي ج   . 
Nikah secara etimologi  berarti  ا لضَّم (arti hakiki) yang artinya menindih, 
menghimpit, berkumpul, atau الوطء (arti kiasan) yang artinya bersetubuh 
atau ا ل ع ق د yang artinya akad atau perjanjian.2  
Bukan hanya dalam aturan agama Islam yang mengatur tentang 
hukum perkwinan, negara juga ikut campur dalam masalah yang 
berkaitan seputar perkawinan dengan diterbitkannya peraturan yang 
                                                          
1
 Abdul Kholiq Syafa’at, Hukum Keluarga Islam (Surabaya:UINSA Press, 2014), 14.  
2
 Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia  (Surabaya: UINSA PRESS, 
2014), 3. 
 



































mengatur perkawinan. Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 
Tahun 1974 Pasal 1, yang dinamakan dengan pernikahan adalah “Ikatan 
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
3
 Sedangkan dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam Pasal 2 Perkawinan 
menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat 




Perkawinan merupakan suatu upaya untuk menjaga kehormatan 
seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk hidup bersama, karena 
dengan perkawinan, seseorang dapat terjaga dan terhindar dari hal-hal 
yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana yang tertuang dalam hadits 
Rasulullah yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud, Nabi Bersabda:
5
 
ص ن  ل ل ف   ت ط اع  م ن ك م  ا ل ب اء ة  ف ا ل ي تـ ز وَّج  ف انَّه  ا غ ضُّ ل ل ب ص ر   ؤ ا ح  ر ج  ي ا م ع ش ر  الشَّب ب  م ن  الس 
ت ط ع  فـ ع ل ي ه  ب ا ًلصَّو م  ف انَّه  ل ه  و ج اء  م تـ ف قُّ   ع تـ ي ه  ف م ن  َل   ي س 
Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai 
kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu 
lebih menghalangi pemglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga 
kehormatan (dari kerusakan seksual), siapa yang belum mampu 
hendaklah berpuasa, karena puasa itu  baginya akan mengekang 
syahwat. (muttaf ‘alaih)” 
 
Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan secara 
berpasang-pasangan untuk mendapatkan dan membentuk keluarga 
                                                          
3
 Moh. Makmun, Keluarga Sakinah (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2015), 32. 
4
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114. 
5
 Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia  (Surabaya: UINSA PRESS, 
2014), 5. 
 



































bahagia yang penuh dengan ketentraman hidup, kasih dan sayang.
6
 Allah 
SWT berfirman dalam Q.S Al-Rum ayat 21: 
ن ك م  م و دًَّة و ر ْح  ةً  ك ن وا إ ل يـ ه ا و ج ع ل  بـ يـ  ك م  أ ز و اًجا ل ت س   إ نَّ وم ن  آي ات ه  أ ن  خ ل ق  ل ك م  م ن  أ نـ ف س 
ي اٍت ل ق و ٍم يـ تـ ف كَّر ون ل ك  َل   ِف  ذ َٰ
Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 
untukmu istri-isti dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesunguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 
 
Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan 
memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, 
menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang 




إ ن  ي ك ون وا فـ ق ر اء  يـ غ ن ه م  اللَّه   ۚ  و أ ن ك ح وا اْل  ي ام ىَٰ م ن ك م  و الصَّاِل  ني  م ن  ع ب اد ك م  و إ م ائ ك م  
ٌع ع ل يمٌ  ۚ  م ن  ف ض ل ه    و اللَّه  و اس 
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
Mengetahui. 
 
Dr. Anwar Haryono SH dalam bukunya menyatakan 
bahwasannya “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara 
seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga 
                                                          
6
 Moh. Makmun, Keluarga Sakinah (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2015), 36. 
7
 Abdul Kholiq Syafa’at, Hukum Keluarga Islam (Surabaya:UINSA Press, 2014), 17. 
 





































 Laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama untuk 
melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan bisa diajukan oleh laki-
laki atau wanita. Oleh karena itu  perkawinan harus diungkapkan secara 
terang-terangan atas dasar kehormatan (‘ismah). Jika ikatan pernikahan 




Dalam masalah pernikahan, Islam banyak membahas mulai dari 
bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, cara peminangan, 
akad nikah hingga bagaimana cara memperlakukan atau menjalankan 
kehidupan berumah tangga. Pernikahan dalam hukum Islam dianggap 
sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah. Menurut Pasal 
14 KHI (Kompilasi Hukum Islam), untuk melaksanakan perkawinan 




Adanya saksi dalam akad nikah bertujuan untuk menghindari 
munculnya fitnah terhadap pasangan suami istri tersebut, karena 
kesaksian ini berkaitan dengan masalah kehalalan hubungan suami istri. 
Kehadiran saksi juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan 
yang akan terjadi di kemudian hari misalnya salah seorang suami atau 
isteri terjadi perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan, saksi 
yang menyaksikan akad nikah dapat dimintai keterangan sehubungan 
                                                          
8
 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewatisan, Hukum Acara Peradilan 
Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995), 45.  
9
 Moh. Makmun, Keluarga Sakinah  (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2015), 33. 
10
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 116. 
 





































 Peran saksi dalam suatu pelaksanaan 
perkawinan juga menjadi hal yang sangat penting.  
Dalam proses perkawinan terdapat pula aturan yang tidak boleh 
terlewatkan yaitu akad nikah harus dicatatkan atau diaktakan. Hal 
tersebut bertujuan untuk adanya kepastian hukum agar terhindar dari 
fitnah dan pihak-pihak yang tidak mengetahui pernikahannya 
dikemudian hari. Pencatatan pernikahan diatur dalam Undang-Undang 
No. 22 Tahun 1946 ayat  (1) disebutkan bahwa:  
“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut 
nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nkah yang dingkat oleh 
Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk 
yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan 




Namun secara fikih pernikahan adalah akad yang sudah terpenuhi 
syarat dan rukunnya maka pernikahan tersebut dianggap sah meskipun 
tanpa adanya pencatatan. Maka dari itu Pernikahan di bawah tangan 
(kawin sirri) masih banyak dilakukan dan terjadi di kalangan 
masyarakat. Nikah di bawah tangan masih banyak ditemui di Kabupaten 
Bangkalan utamanya daerah pelosok yang notabene mereka belum 
memahami sebab akibat daripada nikah di bawah tangan.  
Pemerintah sudah mengatur tentang pencatatan perkawinan 
dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 , akan 
tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang aturan 
                                                          
11
 Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Surabaya: UINSA PRESS, 
2014), 63. 
12
 Ita, Musarrofa, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Proses dan Prosedurnya (Surabaya: 
UINSA Press, 2014), 29. 
 



































dan pentingnya pencatatan perkawinan. Perkawinan di bawah tangan 
(kawin sirri) adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita 
tetapi pernikahannya tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) 
atau kantor catatan sipil, sehingga pasangan tersebut tidak mempunyai 
bukti surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan 
Sipil.
13




a. Faktor Sosial Budaya. 
b. Faktor Pendidikan. 
c. Faktor Ekonomi. 
d. Faktor Birokrasi. 
e. Faktor keinginan mempunyai ketur unan. 
f. Faktor Agama. 
Mengatasi banyaknya perkawinan yang tidak dicatat, maka 
undang-undang memberi jalan keluar untuk mendapatkan akta 
perkawinan dengan jalan Ithba<t nikah yaitu mengajukan permohonan ke 
Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 2-
4 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
15
 
Ithba<t nikah adalah penetapan pernikahan yang dilakukan oleh 
Pengadilan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan sebelum 
                                                          
13
 Tsuroys Kiswati, dkk, Perkawinan di bawah Tangan (sirri) dan Dampaknya bagi 
Kesejahteraan Isteri dan Anak di daerah Tapal Kuda Jawa Timur,(Surabaya,2003), 11. 
14
 Ibid., 71-110. 
15
 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Proses dan Prosedurnya, (Surabaya: 
UINSA Press, 2014), 150. 
 



































adanya pemberlakuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. Isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri atau salah satu 
dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan 
dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan setempat 




Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3), isbat nikah yang dapat 
diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berkenaan 
dengan:  
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 
b. Hilangnya akta nikah. 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan. 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974. 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
17
 
 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (4) yang dapat 
mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama yakni
18
; “Yang berhak 
mengajukan permohonan Ithba<t nikah ialah suami atau istri, anak-anak 
                                                          
16
 Ibid., 151. 
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mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan 
itu”. 
Peraturan mengenai Ithba<t nikah secara tegas diatur dalam Inpres 
No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 7 
ayat )2). (3) dan ayat (4). Dalam KHI dijelaskan bahwa Ithba<t nikah 
yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan 
yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Artinya, ketika 
seseorang melaksanakan perkawinannya sebelum adanya Undang-Undag 
Perkawinan maka diperkenankan untuk melakukan Ithba<t nikah. Karena 
pada saat itu peraturan yang ada merupakan peraturan yang hanya berisi 
hukum formil yang sebelumnya tidak dikenal dalam Islam.  
Akan tetapi setelah adanya Undang-Undang Perkawinan yang 
merupakan hukum materiil yang berlaku saat ini, maka tidak ada lagi 
pihak yang diperbolehkan melaksanakan perkawinan secara sirri. Setiap 
perkawinan yang dilangsungkan harus dicatatkan. Seperti yang 
tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) yang 
berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-
masing agamanya dan kepercayaannya”. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 
(2) dijelaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. 
Dalam peraturan perundang-undangan pernikahan tidak hanya 
sebatas hubungan suami istri, namun lebih dekat dalam hal-hal 
keterpaduan. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 
 



































perkawinan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan 
dicatat menurut perundang-undangan.”.  
Dengan adanya pencatatan nikah sebagaimana konsekuensi 
masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum 
terhadap perkawinan tersebut dan akan mendapatkan perlindungan 
hukum jika suatu saat nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan 
perceraian, pembagian waris, wakaf, dan sebagainya. Ithba<t nikah yang 
menjadi solusi pemecahan masalah bagi perkawinan yang tidak 
dicatatkan juga bisa menjadi celah bagi mereka yang telah lebih dulu 
melaksanakan perkawinan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku 
untuk bisa mendapatkan status hukum bagi perkawinan tersebut. 
Dan pencatatan ini selanjutnya dinyatakan dalam surat-surat 
akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Pencatatan pernikahan 
sama halnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Selain itu, 
pernikahan yang berkaitan hak waris-mewaris dan keturunan. sehingga 
pernikahan harus dicatat untuk menjaga agar tidak sampai ada konflik 
hukum dikemudia hari. 
Dewasa ini, pemerintah sudah mengatur pencatatan perkawinan, 
akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang 
aturan dan pentingnya pencatatan perkawinan. Salah satunya 
masyarakat Bangkalan yang masih banyak melakukan perkawinan 
dibawah tangan yang megakibatkan pernikahannya tidak tercatat oleh 
pegawai pencatat nikah setempat. 
 



































Perkara mengenai Ithba<t nikah yang masuk ke buku register 
Pengadilan Agama Bangkalan sangat banyak. Penulis menemukan salah 
satu kasus di Pengadilan Agama Bangkalan sehingga penulis tertarik 
untuk mengangkat dan membahas kasus ini untuk dijadikan sebagai 
tugas akhir. Kasus yang ditemukan penulis yaitu kasus tentang Ithba<t 
nikah pasangan suami istri yang sudah meninggal yang diajukan 
permohonannya di Pengadilan Agama Bangkalan tertanggal 30 Juli 
2019.  
Dimana pada kasus tersebut yaitu pengajuan Ithba<t nikah orang 
yang sudah meninggal yang diajukan oleh seorang cucu untuk 
mengajukan Ithba<t nikah kakek dan neneknya dengan tujuan untuk 
mendapatkan warisan sebidang tanah milik kakeknya yang sudah 
meninggal. Yang mana pernikahan kakek dan neneknya sudah 
berlangsung sejak lama sebelum berlakunya Undang-Undang 
Perkawinan, namun pernikahan kakek dan neneknya tidak tercatat di 
Kantor Urusan Agama setempat. Dalam permohonan tersebut, kakek 
dan nenek pemohon telah bercerai mati dan kakek pemohon sudah 
menikah dengan orang lain. 
Sehingga permohonan Ithba<t nikah yang diajukan oleh cucunya  
tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bangkalan dengan register 
nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl. Sehingga penulis tertarik untuk 
mengkaji peristiwa hukum dengan mengangkat sebuah penelitian 
dengan judul ”Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum 
 



































Permohonan Ithba<t Nikah Pasangan Suami Istri Yang Sudah Meninggal 
Dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 
1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl” 
 
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat 
beberapa permasalahan dalam penelitian. Adapun masalah-masalah 
yang diidentifikasi sebagai berikut: 
a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya 
pencatatan nikah. 
b. Minimnya pengetahuan tentang aturan hukum yang mengatur 
tentang pencatatan nikah. 
c. Faktor penyebab terjadinya Ithba<t nikah. 
d. Alasan-alasan yang melatarbelakangi pengajuan Ithba<t nikah. 
e. Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Bangkalan 
terhadap isbat nikah orang yang sudah meninggal 
2. Pembatasan Masalah 
Dari berbagai identifikasi masalah di atas, penulis juga perlu 
menjelaskan ruang lingkup batasan masalah yang akan dikaji dalam 
penelitian ini agar penelitian tidak meluas dan lebih terarah maka 
masalah akan dibatasi sebagai berikut: 
 



































a. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penolakan Ithba<t 
nikah pasangan suami istri yang sudah meninggal. 
b. Analisis yuridis terhadap pertimbangan perkara Ithba<t nikah 
bagi pasangan suami istri yang sudah meninggal. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang mengenai putusan Pengadilan Agama 
Bangkalan perkara nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl dapat dirumuskan 
masalah dari penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama 
Bangkalan terhadap permohonan Ithba<t nikah pasangan suami istri 
yang sudah meninggal dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan 
nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl? 
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim PA 
Bangkalan terhadap permohonan tentang Ithba<t nikah pasangan 
suami istri yang sudah meninggal dalam putisan Pengadilan Agama 
Bangkalan nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl ? 
 
D. Kajian Pustaka 
Ithba<t nikah sudah banyak dikaji sebelumnya oleh penulis 
lainnya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, sangat 
penting untuk mengkaji tentang isbat nikah pada penelitian sebelumnya. 
Penulis menemukan beberapa pembahasan tentang isbat nikah pada 
 



































skripsi sebelumnya yang terjadi pada kasus di pengadilan lainnya, 
anatara lain: 
1. Dalam skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam 
Penolakan Permohonan Ithba<t Nikah Perkawinan Beda 
Kewarganegaraan Dari Tinjauan Fiqh (Studi Putusan Pengadilan 
Agama Salatiga Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal) ”. Skripsi ini 
ditulis oleh Aulia Isnaini Nurjanah mahasiswa Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Surakarta Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga 
Islam tahun 2019. Dimana penulis memparkan dalam kasus 
pengajuan isbat nikah tersebut diajukan karena pernikahannya yang 
beda agama dan juga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama 
setempat. Namun dalam pengajuan tersebut hakim setempat 
menolak perkara tersebut karena tidak terpenuhinya syarat-syarat 
dan juga melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).
19
 Yang 
membedakan penelitian anatar penulis dengan Aulia Isnaini 
Nurjannah yaitu penulis dalam penelitiannya meninjau dari segi 
hukum positif sedangkan Aulia meninjau dari Perundangan 
Indonesia juga dari sudut pandang hukum Islam. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Zuni Ayu Pratiwi mahasiswa Uin Sunan 
Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan hukum Prodi Hukum 
                                                          
19
 Aulia Isnaini Nurjanah, “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Ithba<t 
Nikah Perkawinan Beda Kewarganegaraan Dari Tinjauan Fiqh: Studi Putusan Pengadilan 
Agama Salatiga Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal” (Skripsi--, IAIN Surakarta, 2019).  
 



































Keluarga tahun 2018 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap 
Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Muhakkam Dalam 
Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No 
0720/Pdt.G/2017/PA.Bkl. Zuni Ayu Pratiwi memaparkan 
bahwasannya perkara isbat nikah yang dikaji dalam skripsinya 
karena dalam pernikahan sirri yang menggunakan wali muhakkam 
dimana wali muhakkam merupakan wali yang timbul karena nasab 
yang tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali.
20
 Yang 
membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih 
memfokuskan atas pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama 
Bangkalan terkait penolakan dan penerimaan tentang isbat nikah 
orang yang sudah meninggal. 
3. Dalam skripsi yang berjudul “Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri 
Dengan Ithba<t Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat” yang 
ditulis oleh Ayuhan mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah prodi Ahwal Syakhshiyah fakultas Syariah dan Hukum 
tahun 2001. Dalam skripsi ini Ayuhan membahas tentang 
pernikahan sirri yang dilegalkan melalui Ithba<t nikah setelah 
pernikahan dilangsungkan agar mendapatkan kepastian hukum dan 
setelah Undang-Undang perkawinan disahkan karena adanya 
kepentingandalam berumah tangga dan juga menjelaskan dalam 
                                                          
20
 Zuni Ayu Pratiwi, “Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh 
Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No 
0720/Pdt.G/2017/PA.Bkl” (Skripsi--, UINSA, 2018). 
 



































skripsinya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 
tersebut.
21
 Yang membedakan skripsi ini dengan penulis yaitu 
penulis ingin menganalisis dari segi hukum yuridis terhadapa 
penerimaan dan penolakan perkara isbat nikah yang mana pada 
pernikahan tersebut sama-sama dilaksanakan secara sirri, dan juga 
bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 
tersebut. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada permasalahan yang penulis kaji, maka 
penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui pertimbangan  hukum hakim Pengadilan Agama 
Bangkalan dalam permohonan Ithba<t nikah orang yang sudah 
meninggal. 
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim 
Pengadilan Agama terhadap permohonan tentang Ithba<t nikah orang 
yang sudah meninggal. 
 
F. Kegunaan Penelitian 
Pada penelitian ini penulis mengharap dapat memberikan 
kegunaan secara teoritis maupun praktis yaitu: 
1. Secara Teoritis  
                                                          
21
 Ayuhan, “Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Ithba<t Nikah Di Pengadilan Agama 
Jakarta Pusat” (Skripsi--, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2001). 
 



































a. Sebagai upaya untuk menambah khasanah keilmuwan dan 
wawasan dalam hukum keluarga khususnya pengetahuan 
tentang masalah isbat nikah. 
b. Sebagai rujukan untuk peneliti diselanjutnya tentang 
pertimbangan hukum isbat nikah bagi orang yang sudah 
meninggal. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi Masyarakat, dapat menjadi pedoman atau sumber 
informasi bagi masyarakat mengenai Ithba<t nikah bagi 
pernikahannya yang tidak memiliki bukti otentik berupaya 
akta nikah dan untuk pengetahuan hukum bagi yang 
membutuhkan. 
b. Bagi Akademis, dengan penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan terhadap manfaat pencatatan nikah dan 
penetapan Ithba<t nikah dilingkungan Pengadilan Agama. 
 
G. Definisi Operasional 
Dari pemaparan penulis diatas terdapat beberapa istilah yang 
merupakan kata kunci dari judul skripsi ini maka dari untuk 
memudahkan pemahaman dan penafsiran tentang skiripsi ini, maka 
penulis memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah dalam 
penelitian ini. Berikut beberapa istilah yang terkait antara lain: 
 



































1. Analisis yuridis merupakan suatu pandangan secara hukum positif 
dalam menganalisis kasus yang tertuang dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 
dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan 
perkawinan. 
2. Pertimbangan hukum ialah suatu penetapan terhadap perkara yang 
diajukan ke Pengadilan baik itu penetapan maupun penolakan yang 
dibuat oleh majelis hakim yang dirujuk dari sumber hukum formil dan 
materiil sebagai landasan hukumnya dalam penetapan suatu perkara.  
3. Ithba<t nikah adalah pembaruan nikah yang disebabkan pernikahannya 
tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama 
setempat yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat untuk 
mensahkan perkawinan  yang dilaksanakan sebelum adanya Undang-
undang No.1 Tahun 1974 yang diajukan oleh pihak yang 
berkepentingan terhadap pernikahan tersebut. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu  kegiatan ilmiah yang di 
dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 
mempelajari satu atau beberpa gejala hukum tertentu. Adapun dalam 







































1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan kepustakaan (library research). Penelitian ini termasuk 
dalam metode penelitian normatif atau kepustakaan yaitu metode 
penelitian hukum yang meneliti penetapan Pengadilan Agama 




2. Data yang Dikumpulkan  
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka data 
yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah alasan-alasan dalam 
pengajuan isbat nikah, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 
Bangkalan dalam memutuskan perkara no 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl, 
dan data yang terkait mengenai isbat nikah orang yang sudah 
meninggal berupa salinan putusan hakim Pengadilan Agama 
Bangkalan dengan perkara nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl. 
3. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Sumber data primer  
Sumber data primer adalah sumber data yang didapat langsung 
dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ini yaitu 
salinan putusan perkara nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl yang 
                                                          
22
 Imron Mustofa, "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi tentang kerangka metodologi Institute 
for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))," (Disertasi--UIN Sunan 
Ampel Surabaya, 2019). 
 



































meliputi identitas para pihak (pemohon dan termohon), duduk 
perkara, gugatan, petitum, pertimbangan majelis hakim, dan 
yang terkahir adalah amar putusan. 
b. Sumber data sekunder  
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari 
sumber-sumber yang sudah ada baik dari buku-buku, maupun 
dari laporan penelitian dan juga dokumen yang berhubungan 
dengan masalah yang akan penulis bahas. Data sekunder dari 
penelitian ini antara lain: 
1) Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama 
Bangkalan yang menangani kasus tersebut. 
2) Al-Quran dan Hadits. 
3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
4) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
5) HIR dan RBg. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan 
datam antara lain: 
a. Dokumentasi 
Dokumentasi  adalah suatu data yang didapat dari 
penelitian kepustakaan yang yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan, buku atau dokumen yang bersifat resmi, 
 



































dan dari hasil penelitian.
23
 Dalam hal ini penulis menelaah dari 
berbagai macam dokumen-dokumen diantaranya, salinan 
putusan nomor perkara 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl mengenai 
isbat nikah orang yang sudah meninggal, Kompilasi Hukum 
Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. 
b. Wawancara  
Interview (wawancara) adalah proses percakapan 
dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, 
kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang 
dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai 
(interviewee).
24
 Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, 
maka penulis mewawancarai tiga Hakim Pengadilan Agama 
Bangkalan mengenai isbat nikah orang yang sudah meninggal. 
5. Teknik Analisis Data 
Untuk memudahkan peneliti dalam meneliti pertimbangan 
hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam memutuskan perkara 
isbat nikah orang yang sudah meninggal dengan perkara nomor. 
1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl maka peneliti dalam penelitiannya 
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.  
                                                          
23
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 107. 
24
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2006), 143. 
 



































Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis 
hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.
25
 
Sedangkan deskriptif analisis adalah penelitian dalam menganalisis 
yang bermaksud untuk memberikan gambaran atau penjelasan 





I. Sistematika Pembahasan 
Dalam tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, dan diantara 
bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Adapun 
sistematikanya adalah: 
Bab satu terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi 
masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitin 
(meliputi jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data) dan sistemtika pembahasan. 
Bab dua, memaparkan tentang landasan teori mengenai Ithba<t 
nikah bagi orang yang sudah meninggal dunia meliputi tentang 
pengertian, dasar hukum Ithba<t nikah, tujuan Ithba<t nikah, akibat hukum 
dari Ithba<t nikah,  prosedur pengajuan dan syarat Ithba<t nikah.  
                                                          
25
 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 53. 
26
 Ibid, 183. 
 



































Bab tiga, memuat tentang data penelitian studi penetapan 
Pengadilan Agama Bangkalan No. 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl tentang 
penolakan permohonan isbat nikah orang yang sudah meninggal. Bab ini  
menyajikan profil Pengadilan Agama Bangkalan yang meliputi sejarah 
Pengadilan Agama Bangkalan dan fungsi daripada Pengadilan Agama 
Bangkalan. 
Bab empat, dalam bab ini penulis terlebih dahulu menganalisis 
pertimbangan hakim tentang isbat nkah orang yang sudah mneinggal 
dengan perkara no. 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl. Kemudian menganalisis 
yuridis pertimbangan hakim terhadap perkara 
no.1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl tentang isbat nikah orang yang sudah 
meninggal. 
Bab lima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang 
kesimpulan akhir dari penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis. 
 


































ITHBA<T NIKAH DAN PUTUSAN PENGADILAN 
 
A. Ithba<t Nikah 
1. Pengertian Ithba<t Nikah dan Perkawinan 
a. Pengertian Ithba<t Nikah 
Ithba<t nikah dan pencatatan perkawinan merupakan satu 
kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perkawinan yang tidak 
dicatatkan atau belum tercatat maka harus mengajukan Ithba<t 
nikah ke Pengadilan Agama guna untuk memperoleh pengakuan 
secara sah perkawinannya menurut hukum negara. Pada dasarnya 
memang tidak ditemui dalam ayat-ayat Al-Quran yang membahas 
secara khusus tentang perintah pencatatan perkawinan. Pencatatan 
nikah yang dilakukan saat ini sebenarnya sebagai upaya 
pemerintah untuk menertibkan pelakasanaan perkawinan. 
Ithba<t nikah merupakan gabungan dari dua kata, yang 
terdiri dari kata Ithba<t dan nikah. Kata tersebut berasal dari bahasa 
Arab, yakni dari kata “asbata, yusbitu, isbatan” yang artinya 
menetapkan atau penetapan. Sementara perkawinan adalah 
terjemahan dari kata “nikah” dan kata “zawaj”.1  
Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat atau 
mithāqan ghaliẓan antar seorang laki-laki dengan perempuan 
                                                          
1
 Ramdani Wahyu Sururie, Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum 
Perkawinan Indonesia, 2017, Vol. XI No. 2, 234. 
 



































sebagai suami istri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan 
dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya 
merupakan ibadah. Dari penggabungan dua kalimat tersebut Ithba<t 
nikah dapat diartikan sebagai penetapan oleh pengadilan atas 
terjadinya suatu akad pernikahan yang membolehkan terjadinya 
hubungan suami istri, sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus 
bahasa Indonesia bahwa bahwa Ithba<t nikah adalah penetapan 
tentang kebenaran (keabsahan) nikah.  
Ithba<t nikah adalah pengesahan atas pernikahan yang telah 
dilangsungkan menurut syariat Islam namun pernikahan tersbut 
tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat 
Nikah setempat yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung RI Nomor KMA atau 032 atau SK atau 2006 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).
2
  
Singkatnya Ithba<t nikah adalah penetapan oleh pengadilan untuk 
perkawinan yang sah, akan tetapi tidak mempunyai akta nikah 
sebagai bukti autentik dari pernikahannya tersebut.   
Untuk melegatimasi perkawinan yang dilakukan sebelum 
dibelakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dapat diajukan 
permohonan Ithba<t nikah ke Pengadilan Agama setempat bagi 
yang beragama Islam. Pengadilan Agama hanya diperbolehkan 
mengabulkan permohonan Ithba<t nikah sepanjang perkawinan 
                                                          
2
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1995), 339. 
 



































memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan Islam dan tidak 
melangar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.  
Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan pasal 64 berbunyi; 
“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan 





Maka dari itu, perkawinan yang sudah terlkasana sebelum adanya 
Undang-Undang ini, perkawinannya dianggap sah. Begitupula 
dengan Ithba<t nikah karena Ithba<t nikah ini sudah ada dan 
melembaga dalam himpunan penetapan dan putusan Pengadilan 
Agama tahun 50-an. 
b. Pengertian Perkawinan 
Pernikahan atau yang biasa disebut dengan perkawinan 
dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” secara bahasa 
yang memiliki arti membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis 
yaitu besetubuh atau melakukan hubungan kelamin.
4
 
Perkawinan merupakan suatu hubungan yang sakral antara 
laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan secara sah menurut 
pandangan hukum Negara dan secara agama. Menikah bukanlah 
                                                          
3
 Abdul Ghani Abdullah, Himpunan Perundanng-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama, 
(Jakarta: Intermasa, 1991), 99. 
4
 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.  
 



































hanya sekedar menjalin hubungan antara dua insan laki-laki dan 
perempuan semata. Namun, tujuan utama dari pernikahan adalah 
untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.  
Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah bagi setiap 
makhluk dan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam 
menyalurkan nafsu seksualnya secara sah dan benar. Perkawinan 
juga merupakan suatu perbuatan hukum dimana tujuan utamanya 
adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 
untuk menghindari penzaliman antara pihak satu dengan pihak 
lainnya.   
Perkawinan dalam perspektif fiqh disebut nikah berasal 
dari bahasa arab ن ك ح   يـ ن ك ح    ن ك اًحا dan “zawwaja” dari   ز وَّج  يـ ز و ج  تـ ز و ي ج. 
Nikah secara etimologi  berarti  ا لضَّم (arti hakiki) yang artinya 
menindih, menghimpit, berkumpul, atau الوطء (arti kiasan) yang 
artinya bersetubuh atau ا ل ع ق د yang artinya akad atau perjanjian.
5
 
Definisi perkawinan secara terminologi menurut Abu 
Hanifah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh 
kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja.
6
 
Adapun yang dimaksud daripada pengukuhan dalam definisi 
tersebut yaitu untuk mendapatkan kenikmatan hubungan suami 
                                                          
5
 Abdul Kholiq Syafa’at, Hukum Keluarga Islam (Surabaya:UINSA Press, 2014), 14. 
6
 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2006), 11. 
 



































istri berdasarkan ketetapan syariah, melainkan bukan hanya 
sekedar perjanjian (akad) yang ditetapkan oleh dua orang yang 
melakukan perjanjian tersebut untuk mendapatkan kenikmatan. 
Adapun pengertian perkawinan menurut ulama fiqih, 
adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam 
pergaulan masyarakat yang sempurna. Definisi perkawinan 
menurut para ulama antara lain: 
a. Menurut Hanabillah perkawinan adalah akad yang 
menggunakan lafadz nikah yang bermakna tajwiz dengan 
maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. 
b. Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian 
yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara 
seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk 
keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, 
tentram dan bahagia.
7 
Definisi perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan 
No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 yaitu: “Ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
8 
Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila sudah 
memenuhi rukun dan syarat sah nikah yang sudah ditentukan 
                                                          
7
 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2. 
8
 Moh. Makmun, Keluarga Sakinah (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2015), 32. 
 



































dalam syariat Islam. Sebagaimana hukum perkawinan yang 
berlaku di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan No 
1 Tahun 1994 tentang perkawinan dan peraturan tambahan yaitu 
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) disebutkan dalam Pasal 2 Perkawinan menurut 
hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mits|aqan ghalid{zan 
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah.
9 
2. Dasar Hukum Ithba<t Nikah 
Aturan pengesahan Ithba<t nikah dibuat atas dasar adanya sebuah 
perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan 
oleh agama akan tetapi tidak memenuhi  persyaratan yang diatur oleh 
negara  dimana pernikahannya tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
10
 
a. Sebelum Undang-Undang Perkawinan 
Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, 
pencatatan perkawinan bagi orang Indonesia muslim diatur dalam 
Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 
Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Keseluruhan 
aturan perkawinan didasarkan pada tiga asumsi.  
                                                          
9
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114. 
10
 Dea Putri Maelani et. al, Akibat Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Dicatat 
Berdasarkan KHI PA Cibinong Kelas 1B, Jurnal Hukum De’rechtsstaat Vol. 3 No.1 (Maret 
2017, 96, diakses tanggal 17 Oktober 2020. 
 



































Pertama, perkawinan itu adalah persoalan yang harus dilihat 
darisudut perdata, sehingga perkawinan dianggap sebagai 
perkawinan perdata (urgelijke hurelijk) yang dijumpai dalam BW. 
Kedua, bahwa perkawinan dihubungkan dengan bentuk hukum 
keluarga yang berlaku khususnya bagi golongan pribumi yang 
dipengaruhi oleh hukum adatnya masing-masing.ketiga, bahwa 
perkawinan berhubungan erat dengan segi keagamaan dan 




b. Sesudah Undang-Undang Perkawinan 
Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam 
PP No. 9 Tahun 1975 tentang peaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 
dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975, Pasal 2 ayat 
(1) PP No. 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang 
melangsungkannya menurut agama Islam dan dilakukan oleh PPN 
(Pegawai Pencatat Nikah), sebagaimana dalam Undang-Undang No. 
32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
12
 
Secara yuridis dasar hukum Ithba<t  nikah sudah diatur dalam 
beberapa peraturan perundang-undangan dalam Pasal 2 ayat (5) 
Undang-undang nomor 22 tahun 1946 jis, 49 ayat  (2) angka 22 
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang 
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 Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1975), 55. 
12
 Ibid, 56. 
 



































berbunyi “Pernyatan tentang sahnya perkawinan yang terjadi 
sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
dan dijalankan menurut peraturan lainnya”. Dan kemudian dalam 
perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 
ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
13
  
Dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-
Undang nomor 3 tahun 2006 pemrmohonan Ithba<t nikah yang dapat 
diajukan ke Pengadilan Agama hanyalah perkawinan yang 
berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang  nomor 1  tahun 
1974 tentang perkawinan. Pasal 7  ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi 
Hukum Islam, menjelaskan kewenangan Pengadilan Agama 
mengenai Ithba<t nikah.  Pasal 7 ayat (2) KHI “Dalam hal 
perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat 
diajukan Ithba<t nikah ke Pengadilan Agama”. Dan Pasal 7 ayat (3) 
KHI memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak 
dicatatkan oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah UU 
No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan untuk 
kepentingan perceraian. 
Pasal 7 ayat (3) KHI yang berbunyi: “Ithba<t nikah yang 
dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal 
yang berkenaan dengan:” 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 
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 Ibrahim Ahmad, Harun, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, 
(Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 153. 
 



































b. Hilangnya akta nikah. 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan. 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974. 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974”. 
Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 
“Yang berhak mengajukan permohonan Ithba<t nikah ialah suami 
atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang 
berkepentingan dengan perkawinan itu” 
3. Tujuan Ithba<t Nikah 
Sebagaimana yang sudah diketahui Ithba<t nikah dan pencatatan 
perkawinan merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ithba<t 
nikah merupakan salah satu imtervensi pemerintah dalam hal 
mengurangi meningkatnya kasus nikah sirri yang banyak terjadi di 
kalangan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor. 
Pelaksanaan Ithba<t nikah sendiri bertujuan supaya pernikahan 
yang dilaksanakan mendapatkan bukti otentik berupa kutipan akta nikah 
dan supaya pernikahannya mendapatkan legalisasi atau pengakuan 
secara hukum baik secara yuridis formal maupun di kalangan 
masyarakat untuk menghindari fitnah yang dapat terjadi kapan saja yang 
 



































akan berdampak langsung pada perempuan. Ithba<t nikah bertujuan untuk 
mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang 
berimplikasi pada perlindungan hak-hak bagi siapapun yang terkait 
dengan pernikahan tersebut.  
Hal tersebut merupakan suatu upaya yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian 
pernikahan tersebut apabila terjadi perselisihan diantara mereka yang 
diakibatkan karena tidak konsistennya mewujudkan tujuan perkawinan 
yang mana bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, 
mawaddah, warahmah. 
Karenanya Ithba<t nikah merupakan solusi yang bijaksana untuk 
menyelesaikan persoalan dalam pernikahan yang tidak dicatatkan 
melalui wewenang Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Perkawinan hanya dapat 




4. Akibat Hukum Ithba<t Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 
a. Berdasarkan Undang-Undang 
Setelah Hakim Pengadilan mengabulkan permohonan Ithba<t 
nikah maka secara otomatis pihak yang berkepentingan akan 
mendapatkan bukti otentik yang dapat dijadikan sebagai dasar 
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hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan nantinya. Ithba<t 
nikah sendiri berfungsi sebagai kepastian hukum, perlindungan 
hukum atas perkawinan itu sendiri. 
Pernikahan akan dianggap sah apabila telah memenuhi 2 
syarat terlebih dahulu yaitu hukum formil dan materiil. Secara 
materiil yaitu telah melakukan syarat dan rukun perkawinan 
menurut hukum Islam dan yang dimaksud secara hukum formil 
yaitu perkawinannya telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah 
(PPN) yang berwenang di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
15
 




1. Terhadap Status Perkawinan  
Status perkawinan yang sah dapat diketahui dari 
masing-masing Agama dan kepercayaannya serta ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku sehingga perkawinan 
tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. 
2. Status Anak Yang dilahirkan 
Ithba<t nikah dalam hal status perkawinan akan 
memberikan kepastian hukum terhadap status anak. 
berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
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 Ahmad Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan, Mimbar Hukum 
No.28 Tahun VII, (Mei-Juni, 1996), 51. 
16
 Siska Dwi Novitasari, Akibat Hukum Isbat Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang No1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam , Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 26 No. 4, 
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tentang Perkawinan “Anak yang sah adalah anak yang 
dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawina sah”. 
b. Akibat Hukum Ithba<t Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam 
Terjaminnya ketertiban perkawinan merupakan salah satu 
akibat hukum daripada adanya Ithba<t nikah. Dengan adanya Ithba<t 
nikah maka akan meminimalisir meningkatnya pernikahan sirri. 
Yang mana praktik nikah sirri masih sering terjadi di masyarakat. 
Langkah untuk mencegah dari dampak tersebut, pencatatan nikah 
sejalan dengan maqashid syar’iah yang menetapkan masalahah 
sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.17 Maka dari itu 
perlu ditetapkannya aturan perundang-undangan tentang penetapan 
atau pencatatan perkawinan. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 
5 KHI: 
a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 
setiap perkawinan harus dicatatkan. 
b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam 





Karena itu banyak dampak yang akan disebabkan karena 
tidak di Ithba<tkannya suatu perkawinan. Yang mana dampak yang 
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 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 
2010), 114. 
 



































ditimbulkannya bukan hanya berdapak pada pasangan suami istri itu 
ssendiri. Namun banyak pihak yang akan menerima dampaknya baik 
anak-anaknya yang tidak bisa mengurus akta kelahirannya maupun 
administrasi lainnya 
5. Syarat dan Prosedur Pengajuan Ithba<t Nikah 
a. Syarat Ithba<t Nikah 
Pengesahan nikah (Ithba<t nikah) biasanya diperlukan bagi 
mereka yang telah lama melaksanakan pernikahannya dan 
membutuhkan keterangan berupa kata nikah yang sah. Permohonan 
Ithba<t nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama guna 
mendapatkan pengakuan atau penetapan secara hukum 
bahwasannya perkawinan yang dilakukan sah secara agama dan 
secara hukum. Ithba<t nikah dapat diajukan dengan melihat alasan-
alasan daripada pengajuan permohonan Ithba<t nikah.  
Adapun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 
ayat (3) berikut alasan-alasan permohonan Ithba<t nikah diajukan ke 




a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 
b. Hilangnya akta nikah. 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan. 
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d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang No.1 Tahun 1974. 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 
1974. 
Ithba<t nikah dengan alasan Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI 
yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, perkara 
Ithba<t nikah bukanlah perkara pokok, sehingga pengajuannya 
diakumulasi (digabung) dengan perkara perceraian sebagai perkara 
pokok. 
Solusi pemerintah dalam menangani  banyaknya kasus 
pernikahan yang tidak dicatatkan, maka dewasa ini pemerintah 
mengeluarkan peraturan untuk melakukan pembaruan nikah (Ithba<t 
nikah) ke Pengadilan Agama agar pernikahannya dinyatakan sah, 
yang selanjutnya diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah 
atau Kantor Urusan Agama setempat untuk mencatatkan 
perkawinan tersebut.  
b. Prosedur pengajuan Ithba<t nikah 
Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus 
dibuat secara tertulis. Bagi pemohon atau penggugat yang tidak 
dapat membaca dan menulis, maka gugatan atau permohonan 
diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan Agama. Kemudian 
ketua dapat menyuruh hakim untuk mencatat segala sesuatu yang 
 



































disampaikan oleh penggugat ataupun pemohon yang ditandatangani 
oleh penggugat atau pemohon (pasal 142 ayat (1) R.Bg/118 ayat (1) 
HIR). Kemudian setelah penggugat atau pemohon telah menunjuk 
kuasa hukumnya maka surat gugatan atau permohonan 
ditandatangani oleh kuasa hukumnya (pasal 147 ayat (1) R.Bg/123 
HIR). Berikut prosedur dalam pengajuan permohonan Ithba<t nikah: 
1. Permohonan Ithba<t nikah yang diajukan oleh suami ataupun 
istri  
a) Apabila permohonan diajukan oleh suami dan istri maka 
suami dan istri masing-masing sebagai pemohon I dan 
pemohon II. Permohonan ini bentuknya adalah voluntar 
yang produk akhirnya berupa penetapan dari Pengadilan 
Agama. 
b) Apabila permohonan diajukan oleh suami atau istri maka 
yang mengajukan sebagai pemohon dan yang tidak 
mengajukan sebagai termohon. Permohonan ini bentuknya 
adalah kontensius yang produk akhirnya berupa putusan 
Pengadilan Agama. 
2. Permohonan Ithba<t nikah dimana suami masih terikat sah 
dengan perempuan lain 
Apabila dalam pengajuan Ithba<t nikah diketahui suami 
masih memiliki perkawinan yang sah dengan perempuan lain, 
maka itsri yang terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. 
 



































3. Permohonan Ithba<t nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah, 
dan pihak yang berkepentingan 
Permohonan Ithba<t nikah yang dilakukan oleh anak, 
wali nikah dan pihak yang berkepentingan harus bersifat 
kontensius dengam mendudukkan suami dan istri atau ahli 
waris lain sebagai termohon. 
4. Permohonan Ithba<t nikah karena cerai mati 
a) Suami atau istri yang sudah meninggal atau ditinggal mati 
dapat mengajukan permohonan Ithba<t nikah secara 
kotensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai 
pihak termohon. Kemudian produk akhirnya berupa 
putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan 
banding dan kasasi. 
b) Apabila suami dan istri yang ditinggal mati tidak 
mengetahui ahli waris lain selain dirinya maka 
permohonannIthba<t nikah yang diajukan secara voluntair 
dan produk akhirnya berupa penetapan.  
 
B. Putusan Pengadilan 
1. Pengertian  Putusan Pengadilan 
Peradilan adalah proses mengadili atau suatu upaya untuk 
mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan 
peradilan menurut peraturan yang berlaku. Sedangkan pengadilan adalah 
 



































lembaga tempat untuk mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum 
yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
Dalam mewujudkan kepastian hukum peran pengadilan dapat 
dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan 
(hakim). Berkaitan dengan proses peradilan sangat berkaitan dengan 
bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan 
Pasal 178 HIR tujuan dari adanya proses persidangan adalah untuk 
memperoleh pengambilan putusan hakim yang berkekuatan hukum 
tetap. Yang dimaksud dengan proses pengambilan keputusan adalah 
proses yang dijalani suatu perkara sejak pelimpahannya sampai 
diperolehnya putusan pengadilan atas perkara tersebut
20
. Dalam setiap 
tahapan proses pemeriksaan pesidangan selesai, majaelis hakim akan 
menyatakan pemeriksaan tersebut ditutup dan proses selanjutnya akan 
menjatuhkan atau memberian putusan.  
Untuk memberikan putusan yang benar-benar menciptakan 
kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur 
negara yang melaksanakan pengadilan hukum yang mengaturnya 
mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang 
mengaturnya yang akan diterapkan, baik tertulis dalam peraturan 
perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.
21
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Putusan pengadilan adalah hasil kesimpulan dari suatu yang telah 
dipertimbangkan yang berbentuk tulisan maupun lisan. Tujuan dari 
adanya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh 
putusan hakim yang biasa disebut dengan istilah putusan pengadilan. 
Adapun yang dimaksud dengan putusan adalah hasil kesimpulan dari 
suatu yang telah dipertimbangkan dan dapat bebentuk tertulis maupun 
lisan. Putusan (Vonis) merupakan hasil akhir dari pemeriksaan di sidang 
Pengadlan
22
. Sebagaimana sesuai dalam Pasal 60 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan “Putusan adalah keputusan 
Pengadilan atas perkara gugatan yang berdasarkan adanya suatu 
sengketa”. 
2. Asas Putusan Pengadilan 
Adapun hakim dalam memutuskan atau menjatuhkan putusan 
juga memperhatikan asas yang harus ditegakkan agar dalam putusan 




a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci 
Dalam asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
harus berdasarkan pertimbangan yang jelas. Karena putusan yang 
tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap sebagai putusan yang 
tidak cukup pertimbangannya. Hal tersebut berdasarkan dalam Pasal 
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25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman menjelaskan bahwa “Segala putusan pengadilan harus 
memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan memuat pula 
pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum hak tertulis yang dijadikan dasar 
untuk mengadil”.  
Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR hakim karena 
jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan 
hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. 
Artinya dalam hal ini hakim harus dapat menemukan hukum yang 
tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum 
dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para 
pihak yang berperkara.  
b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan 
Dalam setiap putusannya, hakim harus memeriksa dan 
mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hal tersebut 
berdasarkan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR. Dimana dalam setiap 
putusannya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan 
mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh 
hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan 
gugatan selebihnya. Karena cara mengadili yang demikian 
bertentangan dengan putusan hakim yang seperti itu dapat 
dibatalkan pada tingkat selanjutnya. 
 



































Namun tidak selamanya kelalaian atas kewajiban untuk 
menegakkan asas ini mengakibatkan putusan batal. Adakalanya 
secara kasuistik cukup diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Naun 
demikian terlepas dari kebolehan tingkat selanjutnya memperbaiki 
kelalain putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh 
gugatan, prinsip umum yang harus tetap ditegakan, kelalaian 
tersebut dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan. Karena 
kebolehan memperbaiki secara kasuistik, apabila kelalaian itu 
mengenai kealpaan mencantumkan amar putusan.  
c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan 
Berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 
189 ayat (2) dan ayat (3) RBg, Ultra Petita dalam hukum formil 
mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara 




Yahya Harahap berpendapat, hakim yang mengabulkan 
tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah 
melampaui wewenangnya. Dan apabila dalam putusan mengandung 
ultra petita maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun 
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 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah 
Konstitusi, (Jakarta: Sekjen MKRI), 34.  
 







































Sementara itu Mahkamah Agung dalam salah satu 
putusannya menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan 
gugatan yang melebihi permintaan sepanjang masih dalam kerangka 
yang serasi dengan inti gugatan atau masih sesuai dengan kejadian 
materiil. Hal tersebut terkait dengan putusan uang didasarkan pada 
petitum subsidair yang berbentuk ex aequo et bono. Namun 
penerapan yang yang demikian sengat kasuistik. Akan tetapi dalam 
hal gugatan mencantumkan petitum primair dan subsidair secara 
terperinci satu persatu, maka hakim hanya dibenarkan memilih 
salah satu diantaranya. 
Selain itu perlu diingat bahwa asas ini tidak hanya melarang 
hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi 
tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang 
sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata 
melanggar asas ultra petitum sehingga mengakibatkan putusan 
tersebut harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya 
d. Diucapkan di muka umum 
Asas diucapkan di muka umum dalam sidang pengadilan 
yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam 
Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
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Kehakiman, yaitu “Semua putusan pengadilan hanya sah dan 
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang 
terbuka untuk umum”. Meskipun dalam pemeriksaan secara 
tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka. Selain 
persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan 
pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum 
apabila dilakukan dalam sidang pengadilan 
Hal tersebut tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang 
dilakukan dalam sidang tertutup. Khususnya dalam bidang hukum 
keluarga seperti, perkara perceraian. Sebab peraturan perundang-
undangan mebenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup 
namun dalam Pasal 34 PP No.9 Tahun 1975 menegaaskan putusan 
gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang 
terbuka untuk umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (imperatief) sehingga 
tidak dapat dikesampingkan sebagaimana yang ditegaskan oleh 
Mahkamah Agung melalui SEMA No. 4 Tahun 1974. 
3. Jenis Putusan Pengadilan  
Secara garis besar putusan hakim atau yang biasa disebut dengan 
putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBg dan 
Pasal 64 sampai 48 Rv. Berdasarkan pasal-pasal terbut, segi putusan 
hakim dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
 
 



































a. Putusan Sela 
Adapun tujuan dijatuhkannya putusan sela semata-mata 
untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan 
perkara yang akan atau sedang dihadapi. Selain itu putusan sela juga 
tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan akhir, sebab 
putusan sela merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir.
26
 
Meskipun dalam persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah 
sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak 
dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam 
berita acara persidangan. Sebelum menjatuhkan putusan akhirm 
hakim lebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu 
masalah yang menyangkut hjalannya pemeriksaan terhadap perkara 
yang akan diperiksa. 
Dalam teori dan praktiknya, putusan sela dapat 
diklasifikasikan dalam beberapa macam putusan antara lain putusan 
preparatoir, putusan interlocutoir, putusan incidenteel, dan putusan 
privisioneel. Putusan preparatoir adalah salah satu spesifikasi yang 
terkandung dalam putusan sela, yang dijatuhkan oleh hakim guna 
mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Putusan 
interlocutoir adalah bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi 
bermacam-macam perintah yang menyangkut masalah pembuktian, 
sehingga putusan ini dapat berpengaruh terhadap pokok perkara 
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atau dengan kata lain, putusan ini dapat mempengaruhi putusan 
akhir. Sedangkan putusan incidenteal merupakan salah satu jenis 
putusan sela yang berhubungan dengan adanya incident yang 
diartikan dalam Rv sebagai peristiwa atau kejadian yang menunda 
jalannya proses pemeriksaan perkara. 
b. Putusan Akhir 
Dengan berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara, 
majelis hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan 
akhir guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi 
diantara pihak yang bersengketa. Putusan akhir biasanya disebut 
dengan istilah end vonis. Adapun putusan akhir ditinjau dari sifat 
putusannya diklasifikasikan sebagai berikut: 
1) Putusan Declaratoir yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
dengan amar yang menyatakan tentang suatu keadaan atau 
kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata.
27
 Dalam 
putusan ini dinaytakan hukum tertentu yang dituntut oleh 
penggugat atau pemohon tanpa mengakui adanya hak atas 
suatu prestasi tertentu.  
2) Putusan Consitutief merupakan putusan yang dijatuhkan oleh 
hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru baik 
yang bersifat menidakan suatu keadaan hukum maupun yang 
menimbulkan keadaan hukum baru.  
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3) Putusan Condemnatoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh 
hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Dapat dikatakan 
bahwa amar condemnatoir adalag accesoir dari amar declaratoir 
atau constitief karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri 
tanpa didahului amar declatoir atau constitutief yang 
menyatakan bagaimana keadaan hukum diantara paara pihak.
28
 
Dan berikut putusan akhir ditinjau dari isi putusannya dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
1) Dalam asepek kehadiran para pihak. Pada prinsipnya, setiap 
penyelesaian sengketa di sidanga pengdailan harus dihadiri oleh 
para pihak untuk itu para pihak harus dipangil secara patutu. 
Akan tetapi, terkadang para pihak telah dipanggilsecara patut, 
tetap adakemungkinan bagi salah satu pihak untuk tidak hadir 
memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. 
2) Dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para 
pihak. Maka putusan akhir dapat diklasifikansikan sebagai 
berikut: 
a) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Terdapat 
berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim 
untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 
b) Menolak gugatan penggugat. Alasan bagi hakim 
menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, 
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 Subekti dan Tjitrosoedibio, Pelaksanaan Hukum, (Jakartta: Gunung Agung, 1984),  42. 
 



































apabila penggugat tidak mampu mebuktikan dalil gugatan, 
disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas 
minimal pembuktian. 
c) Mengabulkan gugatan penggugat. Dalam putusan ini 
terjadi koreksi hubungan hukum ke arah yang 
menguntungkan pihak pengggugat. Dalam mengabulkan 
gugatan, hakim tidak wajib untuk mengabulkan seluruh 
gugatan.
 


































DATA HASIL PENELITIAN 
 
A. Prosedur Pengajuan Ithba<t Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan 
Ithba<t nikah merupakan penetapan nikah yang ditetapkan oleh 
Pengadilan Agama agar pernikahan yang dilaksanakan sebelum adanya 
Undang-Undang No,1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah yang berwenang di Kantor Urusan Agama setempat yang 
permohonannya diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan pernikahan 
tersebut. Ithba<t nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya suatu 
perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan menjelaskan bahwasannya perkawinan sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamnya dan kepercayaannya.
1
  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Rasid, S.H.,M.HI 
sebagai hakim Pengadilan Agama Bangkalan mengenai pandangan hakim 
tentang Ithba<t nikah orang yang sudah meninggal yang diajukan di 
Pengadilan Agama Bangkalan, beliau mengatakan: “Pernikahan yang tidak 
tercatat di KUA setempat dapat diajukan Ithba<t nikah ke Pengadilan Agama 
setempat. Pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak di Ithba<tkan tentunya 
mempunyai dampak yang sangat merugikan”. Artinya, pernikahan yang 
dilakukan secara sirri atau yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah tentunya sangat merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya yang 
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 Riswan Munthe dan Sri Hidayani, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial,  Vol. 2. No.2 (Desember, 
2017), 125.  
 



































apabila kelak akan mengurus atau membutuhkan bukti maupun surat 
administrasi.  
Permohonan Ithba<t nikah sendiri prosedur pengajuannya tidak jauh 
berbeda dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Kebanyakan masyarakat 
mengajukan Ithba<t nikah agar pernikahannya tercatat. Setiap tahunnya 
banyak masyarakat yang mengajukan Ithba<t nikah. Adapun solusi untuk 
mengatasi eningkatnya perkara Ithba<t nikah maka pihak Pengadilan Agama 
Bangkalan hanya melayani dan yang berwenang mengatasi masalah tersebut 
yaitu pihak Depag (Departemen Keagamaan)”.
2
 
Selanjutnya wawancara dengan Bapak Drs. Amar Hujanto, M.H 
selaku wakil ketua Pengadilan Agama Bangkalan mengenai perkara Ithba<t 
nikah orang yang sudah meninggal, beliau mengatakan: “Perkara Ithba<t 
nikah ada dua yaitu perkara voluntair dan contensius. Voluntair diajukan 
oleh salah satu pihak baik istri maupun suami yang disebabkan salah satu 
pihak dari keduanya meninggal. Sedangkan contencius hanya diajukan oleh 
pihak yang berwenang seperti anak-anak mereka karena disebabkan 
keduanya telah meninggal. Adapun solusi yang dilakukan oleh pihak 
Pengadilan Agama Bangkalan dalam mengurangi kasus itbat nikah yaitu 
dengan melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan pihak Depag. Karena 
kebanyakan di Bangalan yang mengajukan Ithba<t nikah yaitu orang-orang 
awam yang belum paham mengenai hukum dan belum memahami akibat dan 
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Kemudian wawancara selanjutnya yaitu dengan Ibu Nirwana, S.HI 
selaku hakim Pengadilan Agama Bangkalan mnegnai prosedur permohonan 
Ithba<t nikah yang bersifat contensius, beliau mengatakan: “Apabila perkara 
yang diajukan bersifat contensius, maka pihaknya terdiri atas pemohon 
melawan termohon. Apabila permohonan diajukan oleh suami atau istri yang 
ditinggal mati, tetapi di atahu ada ahli waris lainnya selain dia seperti anak-
anaknya atau pihak lain yang berkepentingan. Adapula berkas-berkas yang 
harus dibawa saat pendaftaran yaitu membawa fotokopi KTP, KK, dan 
surat-surat keterangan dari KUA serta membuat surat permohonan, 
kemudian membawanya ke loket, dan apabila pemohon tidak mampu untuk 
membayar SKUM panjar perkara dapat mengajukan permohonan prodeo 
dengan mengurus surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat”.
4
 
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwasannya pada 
dasarnya prosedur Ithba<t nikah di Pengadilan Agama Bangkalan sama 
dengan prosedur pengajuan perkara cerai gugat, cerai talak, waris, perwalian 
dan lain sebagainya.  
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B. Deskrpsi Pertimbangan Hukum Pemohonan Ithba<t Nikah Pasangan Suami-
Istri Yang Sudah Meninggal Dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan 
No.1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl 
Guna memperjelas pembahasan, penulis mencoba memaparkan 
permasalahan awal terjadinya perkara Ithba<t nikah pasangan suami istri yang 
sudah meninggal  di Pengadilan Agama Bangkalan dalam putusan No. 
1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl. 
1. Duduk Perkara Permohonan Ithba<t Nikah Pasangan Suami Istri Yang 
Sudah Meningal Dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 
1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl 
Pada tanggal 30 Juli 2019  permohonan Ithba<t nikah yang 
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan 
Nomor: 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl yang diajukan oleh dua orang cucu 
(Tergugat dan Penggugat).
5
 Permohonan ini berawal dari ikatan 
perkawinan seorang kakek dan nenek dari tergugat dan penggugat yang 
mengajukan permohonan tersebut. Perkawinan ini telah dilaksanakan 
pada tanggal 01 Mei 1941 oleh Bapak H. Ismail Ronda Bin Karrab (alm) 
dengan ibu Markana B.Salma Binti Marsuki (alm) yangmana kakek dan 
nenek tersebut merupakan kakek dan nenek kandung dari penggugat dan 
tergugat.  
Perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama Islam di 
kampung Nyiur Desa Pangpong, Kecamatan Labang Kabupaten 
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Bangkalan yang diakadkan oleh Muksin (alm). Wali dari perkawinan 
tersebut melainkan ayah kandungnya sendiri yang bernama Marsuki 
(alm) dan juga disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Nawir, 74 tahun 
seorang petani yang berkediaman di kampung Nyiur Desa Pangpong 
Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Dan juga Tahar, 72 tahun 
seorang petani berkediaman di kampung Nyiur Desa Pangpong 
Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Mas kawin yang diberikan 
Bapak H.Ismail Bin Karrab (alm) kepada ibu Markana B.Salam Binti 
Marsuki (alm) pada saat itu berupa seperangkat alat shalat.  
Pada saat perkawinan dilangsungkan, keduanya berstatus sebagai 
perjaka dan perawan dalam usia 15 tahun. Keduanya juga tidak memiliki 
hubungan darah dan juga tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau 
tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut 
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.  
Setelah perkawinan tersebut, keduanya hidup rukun dan tinggal 
bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri. Keduanya bertempat 
tinggal di Dusun Nyiur Desa Pangpong Kecamatan Labang Kabupaten 
Bangkalan. Selama perkawinannya tersebut, keduanya dikaruniai 
seorang anak yang bernama: 
1. Salma alis H. Makrufah Binti H.Ismail Ronda (alm) yang kemudian 
anak tersebut menikah dengan seorang laki-laki bernama Hafid (alm). 
Dari pernikahannya tersebut Salma dan Hafid (alm) dikarunia dua 
orang anak bernama: 
 



































a. IR.Djamhari Yanis Bin Hafid (alm) sebagai pemohon.  
b. Dan juga Umi Kalsum Yamis Binti Hafid (alm) sebagai tergugat.  
Selama hidupnya Bapak Ismail Bin Karrab, selain menikah 
dengan Markanah B. Salma Binti Marsuki, bapak .Ismail Bin Karrab 
juga menikah dengan perempuan lain yang bernama Maryam (alm). Dari 
perkawinan tersebut dikarunia seorang anak laki-laki dan juga seorang 
anak perempuan yang bernama: 
1. Syafii bin H.Ismail Ronda (alm) 
2. Djaliya binti H. Ismail Ronda (alm).   
Namun penggugat dan tergugat tidak mengetahui tanggal 
perkawinannya dan juga tidak mengetahui perkawinan tersebut tercatat 
oleh PPN atau tidak.  
H. Ismail Ronda Bin Karrab (alm) meninggal dunia pada tanggal 
29 Agustus 1988 karena sakit dan Ibu Markana B.Salma Binti Marsuki 
(alm) telah meninggal pada tanggal 25 Oktober 1971 karena sakit. 
Kedua orangtua dari bapak H. Ismail Ronda Bin Karrab (alm) dan kedua 
orangtua dari Ibu Markana B. Salam Binti Marsuki (alm) juga telah 
meninggal namun penggugat dan tergugat tidak mengetaui tanggal 
meninggalnya. 
Selama perkawinannya, Bapak H. Ismail Ronda Bin Karrab (alm) 
dan Ibu Markana B.Salma Binti Marsuki (alm) tidak pernah menerima 
kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama 
setempat. Namun setelah pemohon mengurusnya, perkawinan tersebut 
 



































tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat. Maka dari 
itu pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama 
Bangkalan guna dijadikan alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta 
Nikah ke Kantor Urusan Agama setempat yang nantinya akan dijadikan 
sebagai dasar untuk mengajukan gugatan waris terkait harta dari H. 
Ismail Ronda Bin Karrab (alam) berupa sebidang tanah di Desa Baengas 
dengan luas kurang lebih 5600 m2.  
Berdasarkan duduk perkara tersebut, pemohon memohon agar 
Ketua Pengadilan Agama Bangkalan memeriksa dan mengadli perkara 
ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:
6
 
1. Mengabulkan permohonan pemohon. 
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Bapak H.Ismail Ronda bin 
Karrab (alm) dengan Ibu Markana B. Salma binti Marsuki (alm) yang 
dilangsungkan pada tanggal 01 Mei 1941 di Dusun Nyiur Desa 
Pangpong Kecamatan Labng Kabupaten Bangkalan. 
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.  
 
2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim 
Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Menimbang bahwa 
masalah pokok dari permohonan pemohon adalah agar pernikahan 
almarhum kakek dan nenek pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 
01 Mei 1941 diIthba<tkan karena dilaksanakan menurut syariat Islam.  
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Menimbang bahwa, di depan persidangan pemohon telah 
menjelaskan bahwa kakeknya H.Ismail Ronda Bin Karrab (alm) semasa 
hidupnya telah bercerai dengan neneknya ibu Markana B.Salma Bin 
Marsuki (alm) kemudian setelah bercerai kakek pemohon menikah lagi 
dengan Maryam (alm). 
Menimbang, bahwa termohon mengakui kakek pemohon yang 
juga merupakan kakek termohon telah bercerai dengan neneknya. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan 
termohon tersebut, kakek pemohon semasa hidupnya telah berceai 
dengan nenek pemohon, maka permohonan pemohon untuk mensahkan 
kembali pernikahan kakek dan neneknya tersebut dipandang tidak 
beralasan hukum, sebab pada dasarnya pemohon Ithba<t nikah atau 
permohonan penetapan sahnya perkawinan diajukan ke Pengadilan 
Agama dalam rangka membuktikan masih adanya suatu perkawinan, 
sebagaimana maksud tersebut pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum 
Islam, oleh karena itu maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat 
diterima. 
Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai 
ketentua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 







































3. Amar Putusan Pengadilan 
Berdasarkan dari pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam 
permohonan Ithba<t nikah orang yang sudah meningal yang didaftarkan 
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan perkara No. 
1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl, maka hakim Pengadilan Agama Bangkalan 
menetapkan putusannya sebagai berikut:
7
 
1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
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ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA 
BANGKALAN TERHADAP PENOLAKAN ITHBA<T NIKAH ORANG YANG 
SUDAH MENINGGAL No. 1050/2019/Pdt.G/PA.BKL 
 
A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan No. 
1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl Dalam Penolakan Ithba<t Nikah Orang Yang Sudah 
Meninggal 
Tiap insan manusia yang diciptakan Allah SWT memiliki nafsu 
sehingga untuk mengendalikan nafsu maka diharuskan untuk menikah. 
Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dalam upaya 
merealisasikan dan menjaga kehormatan. Dengan menikah, manusia akan 
terhindar dari nafsu dan fitnah dari masyarakat. Perkawinan merupakan 
ikatan yang sangat sakral yang mana tujuan daripada perkawinan yaitu untuk 
membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang 
dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang di dalam 
pelaksanaannya mengikuti syarat dan rukun perkawinan agama Islam yang 
mana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.  
Berdasarkan deskripsi putusan di BAB III dapat diketahui 
bahwasannya perkara ini merupakan perkara Ithba<t nikah orang yang sudah 
meninggal. Yang mana perkara ini termasuk dalam Ithba<t nikah contencius 
dikarenakan kedua belah pihaknya telah meninggal dunia yang mana perkara 
ini diajukan oleh kedua cucunya. Berdasarkan hasil wawancara penulis 
 



































dengan Bapak Drs. Amar Hujanto, M.H bahwasannya “Perkara Ithba<t nikah 
ada dua jenis yaitu perkara voluntair dan contentieus. 
Dalam perkara contentieus itu ada pihak yang bertindak sebagai 
penggugat dan tergugat, pokok permasalahannya mengandung sengketa. 
Sedangkan dalam perkara voluntair, maalah yang diajukan berisi 




Sehingga penulis bermaksud untuk menganilisa dasar pertimbangan 
hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam memutuskan perkara Ithba<t 
nikah orang yang sudah meninggal dengan nomor perkara 
1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl. 
Latar belakang dari pengajuan permohonan tersebut dikarenakan 
kakek dan nenek dari keduanya telah menikah dan dilakukan secara syari’at 
Islam, akan tetapi tidak memiliki akta nikah dan tidak dicatatkan di Pegawai 
Pencatat Nikah di KUA setempat karena pernikahannya dilaksanakan 
sebelum adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
Maka dari itu apabila pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya 
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dapat melakukan Ithba<t nikah dengan 
mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar pernikahannya tercatat.  
Dalam mengadili perkara tersebut, Majelis hakim menimbang 
bahwasannya pernikahan yang dilangsungkan oleh kakek nenek pemohon 
yang dilangsungkan pada tanggal 01 Mei 1994 dilaksanakan menurut syariat 
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 Amar Hujanto, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkalan), Wawancara, Bangkalan, 10 
September 2020. 
 



































Islam dan tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan. 
Sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan dalam Pasal 8 tentang larangan perkawinan.  
Kemudian pemohon menjelaskan bahwasannya H.Ismail Ronda bin 
Karrab (alm) telah bercerai dengan neneknya yang bernama Markana 
B.Salma binti Marsuki (almh), setelah bercerai kakek pemohon kemudian 
menikah lagi dengan Maryam (alm).  
Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (3) yang menjelaskan 
tentang hal-hal apa saja Ithba<t nikah dapat di ajukan ke Pengadilan Agama. 
Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam:
2
 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 
b. Hilangnya akta nikah. 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan. 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 dan. 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
Sehingga berdasarkan fakta yang terjadi maka Majelis hakim dalam 
memeriksa dan mengadili perkara Ithba<t nikah yang diajukan oleh para 
pemohon memberikan putusan berupa penolakan permohonan para pemohon 
karena dipandang tidak beralasan hukum.  
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 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 
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Sebab pada dasarnya permohonan Ithba<t nikah yang dapat diajukan 
ke Pengadilan Agama dalam rangka membuktikan masih adanya suatu 
perkawinan. Dasar hukum yang dipakai majelis hakim dalam memutuskan 
perkara tersebut adalah pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 





B. Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Ithba<t Nikah Orang Yang 
Sudah Meninggal No. 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl  
Para justiable (pencari keadilan) pada dasarnya hanya satu hal yang 
dicari dalam dunia pengadilan yaitu sebuah putusan Hakim. Untuk 
mendapatkan putusan atau penetapan dari hakim Pengadilan Agama, ada 
beberapa prosedur yang harus dilalui dan adapula beberapa proses untuk 
menyelesaikan perkara. Perkara nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl ini 
merupakan perkara Ithba<t nikah orang yang sudah meninggal yang mana 
perkara ini diajukan untuk mendapatkan pengesahan pekawinan secara 
hukum.   
Ithba<t nikah merupakan cara yang ditempuh oleh pasangan suami 
istri yang telah menikah secara sah menurut agama dengan bertujuan untuk 
mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahannya. Ithba<t nikah 
diajukan karena disebabkan beberapa alasan. Maka hakim dituntut untuk 
menilai perkara-perkara yang diajukan selain mempertimbangkan alasan-
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alasan Ithba<t nikah dari pihak yang berperkara, sikap maupun tidakan dari 
pihak yang berperkara juga menjadi sorotan hakim dalam menetapkan suatu 
putusan.  
Dalam mengambil atau menetapkan sebuah keputusan, hakim harus 
memiliki dasar hukum yang digunakan begitu pula dengan perkara Ithba<t 
nikah orang yang sudah meninggal. Sebagaimana yang sudah penulis 
lakukan dengan hasil wawancaranya dengan Ibu Nirwana,S.H selaku hakim 
Pengadilan Agama Bangkalan mengenai dasar hukum Ithba<t nikah orang 
yang sudah meninggal, bahwasannya:  
Dalam menangani perkara Ithba<t nikah orang yang sudah meninggal, 
tidak ada dasar hukum khusus yang dipakai sebagai pedoman dalam 
memutuskan perkara tersebut. Melainkan yang dipakai yaitu aturan 
formil dan materiil yakni Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, 
Pasal 64 UU No.1 Tahun 1974, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan 
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 




Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak 
Drs.Amar Hujantoro,M.H selaku wakil ketua Pengadilan Agama Bangkalan, 
yang mana penulis juga menanyakan hal yang sama beliau mengatakan:  
Ithba<t nikah orang yang sudah meninggal pada dasarnya sama saja 
dengan perkara-perkara lainnya, sehingga tidak ada dasar hukum 
khusus yang digunakan. Prosesnyapun sama dengan proses perkara-
perkara yang lain, mungkin yang membedakan hanya pada isi berkas-
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 Nirwana, (Hakim Pengadilan Agama Bangkalan), Wawancara, Bangkalan, 16 September 2020. 
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 Amar Hujanto, (Wakil ketua Pengadilan Agama Bangkalan), Wawancara, Bangkalan, 10 
September 2020. 
 



































Pernyataan yang sama juga di kemukakan oleh Bapak Moh Rasid, 
S.H.,M.H, beliau mengatakan: 
 Dasar hukum yang digunakan dalam Ithba<t nikah orang yang sudah 
meninggal maupun pada perkara Ithba<t nikah orang yang masih 
hiduppun tidak ada dasar hukum khusus yang digunakan namun 
dalam mengambil keputusan majelis hakim juga memakai dalil-dali 




Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan dalam 
hal memeberikan putusan Ithba<t nikah orang yang sudah meninggal tidak 
ada dasar hukum khusus yang digunakan sebagai dasar penetapan putusan. 
Adapun sumber hukum yang digunakan dalam lingkungan Pengadilan 
Agama yaitu hukum materiil dan hukum formil dan juga bersandar pada 
dalil-dali syar’i.  
Hukum materiil yang digunakan dalam Pengadilan Agama adalah 
hukum Islam yang kemudian disebut sebagai fiqh yang mana sangat rentang 
dengan perbedaan pendapat. Hukum materiil Pengadilan Agama pada masa 
lalu bukan merupakan hukum tertulis melainkan masih tersebar dalam 
berbagai kitab fiqh yang dilatarbelakangi sosiokultural yang berbeda 
sehingga sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah 
yang sama. Dalam pengadilan Agama hukum materiil yang digunakan antara 
lain: 
1. UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan. 
2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
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3. UU No. 7 Tahun 1989 jo, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama. 
4. PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pengdilan di luar jawa dan Madura. 
5. PP No. 9 Tahun 1975. 
6. PP No. 28 Tahun 1977. 
7. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
Hukum formil yang dipakai dalam Peradilan Agama sama dengan 
yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah 
diatur secara khusus dalam UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 
tentang Peradilan Agama. Adapun berikut yang berlaku di lingkungan 
Peradilan Umum namun juga yang berlaku di Peradilan Agama: 
1. Reglement of de Burglijk Rechtsvordering (B.Rv). 
2. Burgerlijke Wetbook voon Indonesia (B.W). 
3. Indlandsh Reglement (I.R). 
4. Rechtsregement voor de Buitengewesten (R.Bg). 
5. Wetboek van Koophandel (Wvk). 
6. Peraturan Perundang-Undangan. 
7. Yurisprudensi. 
8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. 
9. Ilmu Pengetahuan. 
Berdasarkan putusan nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl, dalam 
memberikan putusannya majelis hakim menggunakan hukum formil yaitu 
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa 
 



































Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh 
Pegawai Pencatat Nikah. 
Perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dicatatkan 
oleh Pegawai Pencatat Nikah yang mana akta nikah tersebut merupakan 
satu-satunya alat bukti perkawinan. Apabila tidak memiliki atau tidak 
adanya bukti akta nikah yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, secara 
hukum pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada perkawinan. 
Pencatatan perkawinan dan Ithba<t nikah merupakan satu bentuk intervensi 
pemerintah yang tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 
dalam Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan bertujuan agar 
terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.  
Dalam memutuskan perkara tersebut penulis juga sependapat dengan 
hakim yang menolak pengajuan Ithba<t nikah orang yang sudah meninggal 
yang diajukan oleh cucunya dengan beralaskan pada Pasal 7 ayat (1) 
Kompilasi Hukum Islam yang mana perkawinan hanya dapat dibuktikan 
dengan adanya akta nikah. Namun seyogyanya apabila hakim juga memakai 
atau menyandarkan penolakan putusan tersebut pada Pasal 7 ayat (4) 
Kompilasi Hukum Islam. Yang mana dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi 
Hukum Islam tersebut menjelaskan pihak-pihak yang boleh mengajukan 
Ithba<t nikah.   
Dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tersebut sudah jelas 
terkait pihak yang boleh mengajukan Ithba<t nikah di Pengadilan Agama. 
Seperti halnya dalam perkara nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl yang mana 
 



































Ithba<t nikah tersebut diajukan oleh cucunya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) 
Kompilasi Hukum Islam, cucu tidak termasuk ke dalam kategori pihak yang 
dapat mengajukan Ithba<t nikah. Ithba<t nikah orang yang sudah meninggal 
tidak diatur dalam perundang-undangan akan tetapi menurut penulis dalam 
kasus seperti ini, hakim juga bisa menggunakan pasal lain dalam mengambil 
keputusannya yaitu Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e.  
Dari penolakan majelis hakim terhadap perkara tersebut, penulis juga 
berpendapat bahwasannya dalam permohonan Ithba<t nikah yang diajukan 
oleh cucunya tersebut, pernikahan kakek dan neneknya yang sudah 
meninggal permhonannya lemah dalam arti, meskipun pernikahan kakek dan 
neneknya dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam namun pernikahan 
tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan 
Agama setempat. Kemudian dalam pernikahan tersebut yang menjadi saksi 
pada pernikahan yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya UU No. 1 
Tahun 1974 tidak ada sama sekali (sudah meninggal) sehingga permohonan 
Ithba<t nikah yang diajukan oleh cucunya ke Pengadilan Agama Bangkalan 
pemohonannya tidak kuat.  
Jika majelis hakim berpedoman pada tidak adanya pasal yang 
mengatur tentang Ithba<t nikah orang yang sudah meninggal, maka 
kemudharatan akan terjadi lebih besar karena pemohon tidak bisa mengurus 
warisan dari kakek dan neneknya karena tidak adanya akta nikah dari kakek 
dan neneknya yang. Dalam perkara ini majelis hakim mengambil aturan lain 
yaitu Pasal 7 ayat (3) huruf d. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh, yaitu: 
 



































 الضر ر ينزال
Kemudharatan harus dihilangkan. 
 
Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim juga 
mengatakan bahwasannya dalam tiap mengeluarkan produk hukum, yang 
berupa putusan ataupun penetapan hakim selain menggunakan sumber 
hukum formil dan materiil juga beralaskan pada dalil syar’i yang berkaitan 
dengan permasalahan yang sedang ditangani. 
 
 





































Setelah melakukan penelitian dan analisa tentang Ithba<t nikah orang 
yang sudah meninggal perkara nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl yang telah 
penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang 
permohonan Ithba<t nikah pasangan suami istri yang sudah meninggal, 
berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pernikahan 
dapat dilaksakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, serta tidak 
boleh adanya tali persaudaraan atau persusuan yang mana telah 
dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hakim 
dalam memutuskan menolak perkara tersebut sudah benar yang mana 
putusannya didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 
karena pernikahan tersebut sudah terjadi perceraian sehingga Ithba<t 
nikah tidak dapat dikabulkan karena dalam pengajuan Ithba<t nikah, 
harus dibuktikan dengan masih adanya perkawinan. 
2. Menurut analisis yuridis, dasar hukum yang digunakan hakim dalam 
memutuskan perkara Ithba<t nikah orang yang sudah meninggal tidak 
berbeda dengan perkara perdata lainnya. Sumber hukum yang digunakan 
hakim juga menggunakan sumber hukum formil dan materiil dan juga 
bersandar pada dalil-dalil syar’i. Secara umum tidak jauh berbeda 
 



































dengan perkara-perkara perdata lainnya. Dalam perkara Ithba<t nikah 
orang yang sudah meninggal, majelis hakim dalam menetapkan 
putusannya selain beralaskan pada Pasal 7 ayat (1) KHI seyogyanya juga 
mempertimbangan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e KHI. Hakim menolak 
permohonan tersebut yang mana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KHI 
pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya ajta nikah. Dalam 
pernikahan tersebut para saksi yang menyaksiakan pernikahan tersebut 
juga telah meninggal. Sehingga tidak ada bukti konkrit yang 
memperkuat adanya perkawinan tersebut. Seyogyanya hakim juga 
mempertimbangkan kemudharatan yang ditimbulkan dalam penolakan 
putusan tersebut.  
 
B. Saran 
Para praktisis hukum sebagai pihak yang berwenang mengadili dan 
memutus persoalan Ithba<t nikah orang yang sudah meninggal, seyogyanya 
lebih teliti dan memikirkan kemudharatannya juga terhadap putusan yang 
akan ditetapkannya. Diharapkan bagi calon pasangan suami istri yang akan 
menikah juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatannya 
apabila melangsungkan perniakahannya tanpa dicatatkan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah. 
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